
NOMOR : SP DIPA- 137.03.2.692816/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:5237-2373-6827-0007

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 03

Tanggal : 21 April 2025

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(03): DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

(06): ACEH

: (692816) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 39.650.896.000  (  TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH  )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.4.035.653.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP Rp.

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0

1. Rupiah Murni

Rp.

- PNBP TA Berjalan Rp. 35.615.243.000

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
Rp.1. KPPN   LHOKSEUMAWE 39.650.896.000(089)

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

SUAHASIL NAZARA

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN

PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 197011231999031006

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

Satker (692816)  KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE:

DS:5237-2373-6827-0007

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 1.354.243.000

BF.6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp. 1.354.243.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 38.296.653.000

WA.6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah Rp. 38.296.653.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (692816):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(06)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

ACEH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025
DS:5237-2373-6827-0007

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1.354.243.000Program :

01 Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima1.

01 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani2.

02 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani3.

Kegiatan 6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 1.354.243.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6161.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 7.200,00 368.040.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BAA.001 Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI 7000.00 Orang 278.780.000

02 BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal 200.00 Orang 89.260.000

:

:

Orang, Akta, Bidang, Laporan

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan 34,00 532.622.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BHB.U01 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah 24.00 operasi 276.000.000

02 BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 6.00 operasi 110.400.000

03 BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah 3.00 operasi 92.967.000

04 BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 1.00 operasi 53.255.000

:

:

operasi, Hari Operasi

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 1.502,00 179.591.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 2.00 Orang 96.720.000

02 BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI 1500.00 Orang 82.871.000

:

:

Orang

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 13,00 273.990.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BKA.001 Pengawasan Orang Asing 3.00 Orang 195.990.000

02 BKA.U01 Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut 10.00 Orang 78.000.000

:

:

Orang, Kelompok Masyarakat



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (692816):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(06)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

ACEH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025
DS:5237-2373-6827-0007

137.03.WA Program Dukungan Manajemen 38.296.653.000Program :

01 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi1.

02 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan2.

Kegiatan 6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah 38.296.653.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,00 4.657.447.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.956 Layanan BMN 1.00 Layanan 9.660.000

02 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 205.174.000

03 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 406.960.000

04 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 4.035.653.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 8,00 33.109.636.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 7.00 Unit 1.086.636.000

02 EBB.971 Layanan Prasarana Internal 1.00 Unit 32.023.000.000

:

:

Unit, m2, Paket

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1,00 206.490.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.00 Layanan 206.490.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,00 323.080.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Layanan 81.570.000

02 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan 81.570.000

03 EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1.00 Layanan 159.940.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Agus Andrianto

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (692816):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(06)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

ACEH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025
DS:5237-2373-6827-0007

1. Anggaran Tahun 2025

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

39.650.896.000

4.035.653.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692816): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(06)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

ACEH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5237-2373-6827-0007

692816 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE 2.559.117 3.982.143 33.109.636 - - 39.650.896

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum - 1.354.243 - - - 1.354.243

6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum
Keimigrasian di Wilayah

- 1.354.243 - - - 1.354.243

6161.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat - 368.040 - - - 368.040 06 03.

(06.03  ACEH / KAB. ACEH UTARA)

-- 368.040- 089368.040 -PNBP04 @

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan - 532.622 - - - 532.622 06 03.

(06.03  ACEH / KAB. ACEH UTARA)

-- 532.622- 089532.622 -PNBP04 @

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat - 179.591 - - - 179.591 06 03.

(06.03  ACEH / KAB. ACEH UTARA)

-- 179.591- 089179.591 -PNBP04 @



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692816): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(06)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

ACEH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5237-2373-6827-0007

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat - 273.990 - - - 273.990 06 03.

(06.03  ACEH / KAB. ACEH UTARA)

-- 273.990- 089273.990 -PNBP04 @

137.03.WA Program Dukungan Manajemen 2.559.117 2.627.900 33.109.636 - - 38.296.653

6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah 2.559.117 2.627.900 33.109.636 - - 38.296.653

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2.559.117 2.098.330 - - - 4.657.447 06 03.

(06.03  ACEH / KAB. ACEH UTARA)

-- 4.035.6532.559.117 0891.476.536 -RM01 @

-- 621.794- 089621.794 -PNBP04 @

6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 33.109.636 - - 33.109.636 06 03.

(06.03  ACEH / KAB. ACEH UTARA)

-33.109.636 33.109.636- 089- -PNBP04 @

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 206.490 - - - 206.490 06 03.

(06.03  ACEH / KAB. ACEH UTARA)



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692816): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(06)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

ACEH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5237-2373-6827-0007

-- 206.490- 089206.490 -PNBP04 @

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 323.080 - - - 323.080 06 03.

(06.03  ACEH / KAB. ACEH UTARA)

-- 323.080- 089323.080 -PNBP04 @

JUMLAH 2.559.117 3.982.143 33.109.636 - - 39.650.896

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus Andrianto

ttd.

Jakarta, 02 Desember 2024



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

(06)

Unit Organisasi

(692816)

Kementerian Negara/Lembaga

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI(03)

Kode/Nama Satker

(137)

:

:

ACEH

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5237-2373-6827-0007
NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025

6928161. KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI
LHOKSEUMAWE

535.075975.160726.538 32.436.188981.083 39.650.896158.178 1.623.969 478.966335.293291.853 619.090489.501RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 158.178 2.559.117176.724 363.709 184.045 206.512 338.253 182.031 188.065 188.065 188.065 188.065 197.407

BELANJA BARANG 0 3.982.143115.130 344.717 151.248 151.248 151.248 202.464 254.505 211.011 290.902 234.126 1.875.545

BELANJA MODAL 0 33.109.6360 18.112 0 617.400 0 596.588 1.181.400 136.000 0 196.900 30.363.236

137.03.BF.6161 Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan
Penegakan Hukum Keimigrasian di
Wilayah

1.000 707.87858.905105.74883.875109.95179.66565.41827.03072.87441.9000 1.354.243

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 1.354.2431.000 41.900 72.874 27.030 65.418 79.665 109.951 83.875 105.748 58.905 707.878

137.03.WA.6163 Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya di Wilayah

290.853 31.728.310560.185373.218451.2011.514.018901.418424.083948.130262.419684.638158.178 38.296.653

51 BELANJA PEGAWAI 158.178 2.559.117176.724 363.709 184.045 206.512 338.253 182.031 188.065 188.065 188.065 188.065 197.407

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 2.627.900114.130 302.817 78.374 124.218 85.831 122.799 144.554 127.136 185.154 175.221 1.167.667

53 BELANJA MODAL 0 33.109.6360 18.112 0 617.400 0 596.588 1.181.400 136.000 0 196.900 30.363.236

946.048946.048946.048 946.067946.048 11.352.595946.048 946.048 946.048946.048946.048 946.048946.048PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425131) 1.003 12.0451.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.012

- PNBP (425211) 920.833 11.050.000920.833 920.833 920.833 920.833 920.833 920.833 920.833 920.833 920.833 920.833 920.837

- PNBP (425213) 17.587 211.05017.587 17.587 17.587 17.587 17.587 17.587 17.587 17.587 17.587 17.587 17.593

- PNBP (425214) 6.625 79.5006.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625

Agus Andrianto

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[03]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

ACEH

[692816]

[06]

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

: KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE:

[137]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692816/2025
DS:5237-2373-6827-0007

Halaman : IV.A. 1

692816 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

32.218.194Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

1.854.95852 Belanja Barang Rp.

30.363.23653 Belanja Modal Rp.

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 31.960

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 52.020

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 8.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 87.190

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.400

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6161.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 6.615

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 151.553

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 10.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.296

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.765

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 27.160

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
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Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 37.010

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 61.350

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 31.500

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 42.000

1.500.000

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 77.130

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 6.300

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 27.675

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

137.03.WA Program Dukungan Manajemen

6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah

521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 21.632

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 37.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.896

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 51.200

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 40.871

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522111 Belanja Langganan Listrik(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 108.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
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522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 8.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 101.328

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 15.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 144.652

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 17.070

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 153.380

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 13.200

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 93.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 469.236

Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(PNBP)
Catatan Renovasi Gedung Kantor Permanen, 1 Unit, 2.535 M2

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 29.894.000

Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.500

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 56.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal
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Rp.Tidak Dapat Dicairkan 18.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 25.695

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.760

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.000

Kebijakan Inpres No 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 227.650

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.200

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus Andrianto
ttd.
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692816 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

137.03.WA Program Dukungan Manajemen

6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

* Renovasi Gedung Kantor Permanen, 1 Unit, 2.535 M2 Rp. 32.023.000

6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 32.023.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus Andrianto
ttd.


